
 
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI SUMEDANG 

 

NOMOR  31 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUMEDANG, 

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan 
landasan  penyusunan  Kebijakan Umum Anggaran  dan  

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka  
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2015 dihasilkan melalui proses Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan yang dilakukan pada Tahun 

2014; 

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-

Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4664); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka  Panjang Nasional Tahun 

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 517); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 470); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 

2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran 
Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1 Seri D); 



22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 
Nomor 2); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 
Nomor 7); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 2 Tahun 2010  tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2010 Nomor 3); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 7); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Nomor 1); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 

2015. 
 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

  Pasal 1 
 

 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

 1.  Daerah adalah Kabupaten Sumedang. 

 2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Sumedang. 



 3.  Bupati adalah Bupati Sumedang. 

 4.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sumedang. 

 5.  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah 
yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga 
Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

 6.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 
yang selanjutnya disebut RPJPD adalah rencana dua puluh 
tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi 

dan program Kabupaten Sumedang. 

 7.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disebut RPJMD adalah rencana lima tahunan 

yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi dan 
program Kabupaten Sumedang dalam upaya mencapai 
RPJPD. 

 8.  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 

yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana tahunan 
yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi dan 

program Kabupaten Sumedang. 

 9.  Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen 
perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. 

 10.  Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan 
masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin 
diwujudkan instansi pemerintah. 

 11.  Misi adalah upaya-upaya ideal untuk mencapai visi yaitu 

sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah 
ditetapkan. 

 12.  Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dihasilkan dalam 
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan. 

 13.  Sasaran adalah hasil yang dicapai secara nyata oleh 
instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, 

terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 

 14.  Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang 
dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-

program. 

 15.  Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, 

pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun 
pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya 
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, 

tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. 

 



 16.  Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan 
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh 

satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam 
rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai 
sasaran tertentu. 

 17.  Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu 
tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai 

dengan kebijakan dan program telah ditetapkan dengan 
memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai 
sasaran dan tujuan tertentu. 

 18.  Input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan 
agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau 
dalam rangka menghasilkan output, salah satunya adalah 

biaya/dana. 

 19.  Output (keluaran) adalah segala sesuatu berupa produk/ 

jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari 
pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan 
masukan yang diinginkan. 

 20.  Outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu 
program. 

 
 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP 

 Pasal 2 

 (1) Kedudukan RKPD Tahun 2015 merupakan dokumen 

perencanaan bagi Pemerintah Daerah yang memuat uraian 
visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan 

untuk kurun waktu satu tahun. 

 (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat uraian kegiatan unit kerja untuk kurun waktu 1 

(satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan 
Unit Kerja yang bersangkutan. 

  

Pasal 3 

 Ruang Lingkup RKPD Tahun 2015 disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 
 BAB I Pendahuluan 
 BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu serta 

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 
 BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan 

Keuangan Daerah 
 BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

 BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah 
 BAB VI Penutup 

  

Pasal 4 

 Isi uraian Naskah RKPD Tahun 2015 tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 



  

Pasal 5 

 (1) RKPD Tahun 2015 menjadi acuan bagi penyusunan Renja-
SKPD oleh setiap SKPD. 

(2) Selain menjadi acuan bagi penyusunan Renja-SKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD juga menjadi 
pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 

  
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 Pasal 6 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 

   

   
Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal  30 Mei 2014       

   
BUPATI SUMEDANG, 

 
 

ttd 

 
ADE IRAWAN 

 
 
Diundangkan di Sumedang 

pada tanggal  30 Mei 2014       
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 
 

 
ttd 

 

ZAENAL ALIMIN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 31 
 
 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

ttd 
 

ROHAYAH A. 

Pembina Tingkat 1 

NIP. 19611221 198803 2002 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
 

NOMOR  31  TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 

 


